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BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024,

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 143 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
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29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

: Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

: Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan dalam
menyusun RKA Perubahan Dinas Peternakan Dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Pasuruan.

: Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

padatanggal |4 - & - 2024.
Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRJYANTO

Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan
Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.




LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/1108/HK/424.013/2024
TANGGAL : 14 -8 - 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten
Pasuruan bertujuan mewujudkan masyarakat peternak yang sejahtera dan
terpenuhinya konsumsi protein hewani masyarakat serta pengembangan
Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan produktivitas dan
nilai tambah produk, dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan
untuk memenuhi kebutuhan pangan asal Hewan yang Aman, sehat, utuh
dan halal (ASUH). Kondisi tersebut ditujukan pada fokus pembangunan
tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola”.

Peran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut
bukanlah tugas yang ringan, mengingat jumlah penduduk Kabupaten
Pasuruan yang terus meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, tahun 2024
menempatkan produksi daging, telur dan susu, sebagai sasaran Dinas yang
harus dicapai. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, target Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 adalah mewujudkan
masyarakat petani-peternak yang sejahtera dan terpenuhinya konsumsi
protein hewani masyarakat,

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan maka perlu
mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026 yang merupakan arah dan kebijakan pembangunan di
Kabupaten Pasuruan selama jangka waktu 3 tahun.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perubahan dari
Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan melaui Perda No. 8 Tahun 2021
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang sangat besar

pengaruhnya, karena merubah dari Urusan Pemerintahan wajib Pangan



1.2.

menjadi Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian, yang merubah Tujuan
dan Sasaran PD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pasuruan tahun 2024 merupakan acuan pencapaian sasaran
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 -2026.
Kedudukan Rencana Kerja Perubahan (Renja) PD adalah penjabaran dari
Rencana Strategis PD dan merupakan landasan dalam penyusunan RKA
PD tahun 2024 yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan
PD. Renja PD juga merupakan penjabaran program dan kegiatan di tingkat
PD skala tahunan dalam mendukung terwujudnya target-target dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 juga mengacu pada program-program
yang bersifat nasional seperti yang tercantum dalam kebijakan nasional
dan provinsi di bidang peternakan yaitu meningkatkan pertumbuhan
populasi sapi potong. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pertumbuhan populasi sapi potong akan dilaksanakan pada
tahun 2024, juga mengacu pada Renja Dinas Peternakan Propinsi Jawa
Timur. Renja juga mengakomodir hasil musrenbang, forum PD dan pokok-

pokok pikiran DPRD.

Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan adalah :

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Pertanian;

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun
2005-2025;

(5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

(6) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

(7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Kesehatan
Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang Disempurnakan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan Rencana Kerja Perubahan Perubahan
pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Perencanaan Daerah (SIPD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07
tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 tahun 2022 tentang Petunjuk
Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian

Tahun Anggaran 2022;



(19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2024 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaandanaalokasikhusus Nonfisik Dana Ketahanan
Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2024;

(20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

(21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022, tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru;

(22) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2530/SJ, Tentang
Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
pada Ternak;

(23) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022,
tanggal Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit
Mulut dan Kuku (PMK) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa
Timur;

(24) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2020 -2023;

(25) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan;

(26) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

(27) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(PRPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023;

(28) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 185 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(29) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2021 tentang UPT
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(30) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

(31) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2023 tentang RKPD

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;



1.3.

1.4.

(32) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;

(33) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 412 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;

(34) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencan Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024;

(35) Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 524.35/993/424.092/2022
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku

(PMK) pada Ternak.

Maksud dan Tujuan

Maksud : Mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan tahun 2024 — 2026.

Tujuan : Sebagai bahan penyusunan RKA PD yang diimplementasikan

dalam program, kegiatan dan sub kegiatan PD.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan PD terdiri atas 5 bab yang diuraikan sebagai
berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang

2. Landasan hukum

3. Maksud dan tujuan

4

. Sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perubahan PD tahun lalu
1. Evaluasi pelaksanaan TB I-IIIl Renja tahun 2024 dan capaian RENSTRA
PD

2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,

Bab III Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan PD
1. Tujuan dan sasaran RENJA PD

2. Program dan kegiatan.

Bab IV Penutup.



2.1

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Tribulan 2 Tahun
2024

Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pasuruan diimplementasikan dalam pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan yang tercakup pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan.

Dinamika Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun
2024 sangat dinamis. Pelaksanaan kegiatan atau penyerapan anggaran
sangat dipengaruhi kondisi nasional, yang mana semua kegiatan harus
menyesuaikan tahun Politik. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk
pemilihan presiden dan anggota DPR mulai pusat hingga Daerah.
Kemudian pada akhir tahun akan dilaksanakan Pemilihan kepala Daerah.
Di bidang peternakan masih terasa dampak wabah PMK sejak awal bulan
Mei 2022, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan tentang
Daerah Wabah Penyakit Mulut Kuku yang menyerang ternak sapi, kerbau,
kambing, domba dan babi pada beberapa kabupaten di Jawa Timur. Yang
ditindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2530/SJ,
Tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
pada  Ternak, Keputusan Gubernur Jawa  Timur Nomor
188/362/KPTS/013/2022, tanggal Tentang Status Keadaan Darurat
Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Beberapa
Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang diteruskan oleh Surat Edaran
Bupati Pasuruan Nomor 524.35/944/424.092 /2022 tentang
Kewaspadaan Dini Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Surat Edaran
Bupati Pasuruan Nomor 524.35/993/424.092 /2022 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada
Ternak, Surat Keputusan dan Edaran mulai Menteri dan Gubernur hingga
Bupati menunjukkan strategis dan peran penting bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan pada masyrakat.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan
selaku PD pelaksana di bidang peternakan dan kesehatan hewan pada
tahun TB 2 - 2024 pelaksanaan kegiatan atau penyerapan anggaran masih
dipengaruhi kondisi Pasca wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang
terjadi di kabupaten Pasuruan pada tahun 2022-2023, yang mana ada

usulan tambahan tambahan anggaran belanja operasional dari anggaran



DBHCHT untuk program Prioritas Bupati Penanganan Stunting. Anggaran

belanja operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp.

22.065.396.163,- (Dua puluh dua milyar enam puluh lima juta tiga ratus

sembilan pupuh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan realisasi

belanja operasional sebesar Rp. 7.761.018.897,- (Twjuh milyar tujuh ratus

enam puluh satu juta delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh

tujuh rupiah) atau sebesar 35,17 %. Realisasi anggaran TB 2 tahun 2024

per program dapat dilihat dalam tabel:

Tabel Anggaran Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

tahun 2024

PROGRAM

ANGGARAN

TARGET

REALISASI

%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

10.956.179.378

5.397.448.908

49,26

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

2.384.577.736

300.488.500

12,60

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

425.750.000

250.000

0,06

PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

1.537.750.049

533.954.984

34,72

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

500.000

250.000

50,00

PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

6.760.639.000

1.528.626.505

22,61

TOTAL

22.065.396.163

7.761.018.897

35,17

Dari tabel tampak serapan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

pada TB 2 tahun 2024 mencapai 35,17%, capaian ini masih dibawah target yang

sebesar 50%. Dari keseluruhan program, Program Perizinan Usaha Pertanian menjadi

program dengan serapan Anggaran terbesar mencapai 50%, serapan sebesar ini belum

menggambarkan efektifitas perencanaan kegiatan, tapi karena pada program tersebut

anggarannya sangat kecil. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan 49,26%, serapan anggaran tersebut paling dekat ke target

serapan TB 2 yang 50%, karena merupakan anggaran rutin gaji ASN sehingga

penyerapan bisa optimal.




Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
IKU PD :
Target :

) e o ) - N Tingkat Capaian Kinerja e eyl Tingkat Capaian Kinerja dan
) ) Indikator Kinerja Program Target Rensira pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan Reaf:sw;:ga;r;gl%r; & dan Realisasi Anggaran Rea'l_\:zéri:télr;/eg]?r:ssn/\;ogzgfran Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) / (Akhir Periode Renstra) Kinerja Renstra s/d Tahun 2024 99 ) Renja Tahun 2024 (%) Tahun 2024 (%)
Sub Kegiatan Renja Tahun n-1 (2023) | I I v
. 2 3 a 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 =12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan PEMERINTAHAN PILIHAN
per Juni 2024
Bidang Urusan Pertanian DPA MURNI
1 Terlaksananya 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase dokumen/laporan
administrasi tata PEMERINTAH DAERAH pdministrasi PD yang R " o
kelola PD dengan KABUPATEN/KOTA baiklsesuai regulasi (%) 300 109.185.642.994 100 10.956.179.378 25 2,072.943.071 100 2,653.206.747 0 0 125 4.726.149.818 125,00% 43,14% 125 4.726.149.818 41,67 4,33
baik
Tersedianya dok 1 Perencanaan, Penganggaran, Persentase konsistensi
perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  |ndikator kinerja
penganggaran, dan Daerah program/kegiatan/subkegiatan 240 80 20 80 . 0 - 0 100 125,00% 46,82% 100 41,67 46,82
ovaas: yang selaas Dl dok rencana, anggaran, 37.855.500 37.855.500 17.725.250 17.725.250 17.725.250
Han evaluasi (%)
Tersusunnya 1 Penyusunan Dokumen umlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Perangkat ~ Perangkat Daerah (dokumen)
Perencanaan Daerah % 32.905.500 12 w9500 | ° w5250 | O S0 0 6 17.725.250 S000% | S387 | 6 17.725.250 1667 sa87
Perangkat Daerah
Terlaksananya 2 Evaluasi Kinerja umlah Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah inerja Perangkat Daerah 36 12 0 - 3 0 - 0 3 25,00% 0,00% 3 8,33 0,00
Perangkat Daerah [laporan; 4950.000 4950000 B B B
Tersedianya laporan 2 Administrasi Keuangan Persentase laporan keuangan
keuangan yang akurat Perangkat Daerah ang sesuai dengan ketentuan
fan dapat ~ o ,
hipertanggungjawabkan 300 10.244.385.894 84 10.244.385.894 25 1.909.902.714 100 2530.892.714 0 0 125 4.440.795.428 148,81% 43,35% 125 4.440.795.428 41,67 43,35
Penyediaan Gaji dan
[Tunjangan ASN (%)
Tersedianya Gaji dan 1 Penyediaan Gaji dan umlah Orang yang Menerima
i i R o o
Tunjangan ASN Tunjangan ASN iz:gndan Tunjangan ASN 180 8.954.752.000 60 8.954.752.000 60 1.618.717.842 120 2.235.853.654 0 0 180 3.854.571.496 300,00% 43,04% 180 3.854.571.496 100,00 43,04
Tersedianya 2 Penyediaan Administrasi ~ Jumlah Dokumen Hasil
Administrasi P Tugas i i ~ o o
Pelaksanaan ASN Pelaksanaan Tugas ASN 36 1186.398.894 12 1186.308.804 3 272.774.872 6 267.424.060 0 0 9 540.198.932 75,00% 45,53% 9 540.198.932 25,00 45,53
TugasASN (dokumen
Terlaksananya 3 Pelaksanaan umlah Dokumen
Penatausahaan dan F dan dan Pengujian/ o o
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi erifikasi Keuangan SKPD % 103.235.000 12 103235000 | ° 18410000 | 6 27615000 9 46.025.000 T500% | 4458% 0 46025000 | 2500 4458
Keuangan SKPD Keuangan SKPD [dokumen)
Terlaksananya 3 Administrasi Kepegawaian Persentase dokumen
administrasi Perangkat Daerah kepegawaian yang akurat dan _ o o
Kepegawaian dengan esuai ketentuan(%) 300 14.000.000 100 14.000.000 0 0 200 1.260.000 0 0 200 1.260.000 200,00% 9,00% 200 1.260.000 66,67 9,00
baik




Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian ineri Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisadibania) K ierigidan dan Realisasi Anggaran Realicas Kipialcen o0 Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomeg) L KKegilatlan (output) / Targit\er: :‘Spt:ig:sﬂﬁz:‘:)m% L Kine_lr_jahRenst;ea( 2s(/;; ) flarcet Kr:':{jan%agzﬁnggaran Anggaran Renja 2024 Renja Tahun 2024 (%) Renstra s/d Tahun 2024 Tahun 2024 (%)
ub Kegiatan enja Tahun n-
Il 1l \%
g p g 0 5 6 7 9 10 " 12 13=12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terlaksananya 2 Pendidikan dan umlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai [Tugas dan Fungsi yang
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan lengikuti Pendidikan dan 9 3 0 . 2 2 1,260,000 66.67% 9.00% 2 22 9.00
Berdasarkan Tugas Fungsi Pelatihan (Orang) 14.000.000 14.000.000 1.260.000 R o et 1.260.000 " ’
dan Fungsi
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Persentase pemenuhan
o o o
l;zl::’:;tz{\éjgg;] Daerah umum PD (%) 300 231.330,000 40 231.330.000 12 73.496.776 100 45.823.476 112 119.320.252 280,00% 51,58% 112 119.320.252 37,33 51,58
Tersedianya Peralatan 1 Penyediaan Peralatan umlah Paket Peralatan dan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Kantor Pisediakan (Paket) 36 14.028.000 15 14.028.000 5 4.248.250 0 245,500 5 4.493.750 33,33% 32,03% 5 4.493.750 13,89 32,03
Tersedianya Barang 2 Penyediaan Barang umlah Paket Barang Cetakan
Cetakan dan Cetakan dan fan Penggandaan yang " o
Penggandaan Penggandaan Pisediakan (Paket) 8 23.157.000 ! 23.157.000 ! 8662000 ! 4.030.500 2 7692500 2000% B2% 2 7.692.500 es67 Bz
Terlaksananya 3 Fasilitasi Kunjungan umlah Laporan Fasilitasi
dlitasi Kuni i o o
;:zl‘\lljtaﬁ Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu (Laporan) 45 74.145.000 12 74.145.000 3 9.487.500 4 20.075.000 7 29.562.500 58,33% 39,87% 7 29.562.500 15,56 39,87
Terlaksananya 4 Penyelenggaraan Rapat ~ Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD oordinasi dan Konsultasi * 120,000,000 12 120,000,000 3 56.099.026 3 21472476 6 77571502 50,00% 64,64% 6 77571502 1667 64,64
Konsultasi SKPD [SKPD (laporan]
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah ~ Persentase pengadaan BMD
pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah ang terealisasi(%) 300 . 0 N 0 - 200 . 200 . 0,00% 0,00% 200 N 66,67 #DIV/O!
Daerah
Tersedianya 1 Pengadaan Kendaraan umlah Unit Kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas atau ~ Perorangan Dinas atau
Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang 3 ~ 0 0 - 0 . 0 ~ 0,00% 0,00% 0 _ 0,00 #DIV/O!
atau Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan (Unit)
Jabatan
Tersedianya Mebel 2 Pengadaan Mebel umlah Paket Mebel yang
Disediakan (Paket) 6 R 0 R 0 - 0 R 0 R 0,00% 0,00% 0 R 0,00 #DIVIO!
Tersedianya Sarana 3 Pengadaan Sarana dan [umlah Unit Sarana dan
dan Prasarana Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung
Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 66 R 0 R 0 - 0 R 0 R 0,00% 0,00% 0 R 0,00 #DIVIO!
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan (Unit)
Lainnya
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa penunjang
y . - ! . o o
E::;r:]ang operasional Urusan Pemerintahan Daerah :nnssirslonal kantor yang tersedia 300 150.441.726 24 150.441.726 3 30.306.116 100 29.019.898 103 59.326.014 429.17% 39,43% 103 50.326.014 34,33 39,43
b
Tersedianya Jasa 1 Penyediaan Jasa umlah Laporan Penyediaan
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber
Daya A dan Listrk Daya Airdan Listrk  Paya Air dan Listik yang % 142345726 12 w278 | O 0306116 | 3 27720898 6 S80%014 | S000% | 407TT% |6 58.036.014 1657 ar
Disediakan (laporan)
Tersedianya Jasa 2 Penyediaan Jasa umlah Laporan Penyediaan
Pelayanan Umum Pelayanan Umum lasa Pelayanan Umum Kantor 36 8.096.000 12 0 - 4 4 1.290.000 33,33% 15,93% 4 1,11 15,93
Kantor Kantor Vang Disediakan (laporan; 80%6.000 1.290.000 1.290.000
Tersedianya BMD Pemeliharaan Barang Milik Persentase BMD kondisi baik
yang dapa? beroperasi Daerah Penunjang Urusan %, 300 278.166.258 61 278.166.258 8 41512215 100 46.210.659 108 87.722.874 177,05% 31,54% 108 87.722.874 36,00 31,54
dengan baik Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa 1 Penyediaan Jasa umlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pajak  |abatan yang Dipelihara dan
Pajak Kendarqan Kgndaraan Perorangan fibayarkan Pajaknya (Unit) 150 221.079.058 50 221.079.058 5 33777215 10 41.860.659 15 75.637.874 30,00% 34,21% 15 75.637.874 10,00 34,21
Perorangan Dinas Dinas atau Kendaraan
atau Kendaraan Dinas Dinas Jabatan
Jabatan
Terpelihara/Terehabilit 2 Pemeliharaan/Rehabilita  [lumlah Gedung Kantor dan
asinya Gedung Kantor si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang " o
dan Bangunan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 3 30.300.000 1 30.300.000 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 0 - 0,00 0,00
Lainnya
Terpelihara/Terehabilit 3 Pemeliharaan/Rehabilita  {Jumlah Sarana dan Prasarana
asinya Sarana dan si Sarana dan Prasarana  [Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Pendukung Gedung Lglnnya_yang Dlpgllhara/ 30 26.787.200 10 26.787.200 3 7.735.000 2 4.350,000 5 12.085.000 50,00% 45,11% 5 12,085,000 16,67 4511
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Direhabilitasi (Unit)
Lainnya Lainnya
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Tingkat Capaian Kinerja dan

Indikator Kinerja Program T Realisasi Capaian ineri Realisasi Kinerja Pada Triwulan RealsasifCaralan Knenaidal dan Realisasi Anggaran Realicas Kipialcen o0 Realisasi Anggaran Renstra
5 5 : ‘arget Renstra pada Tahun 2026 s Target Kinerja dan Anggaran I Angaaran Renja 2024 99 Renstra s/d Tahun 2024 99
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan l(outcomes) / Kegiatan (output) / 3 Kinerja Renstra s/d ggaran Renja Renja Tahun 2024 (% enstra anui Tahun 2024 (%
Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra) Renja Tahun 1 (2023) Tahun 2024 - - m Renja Tahun 2024 (%) (%)
g p g 0 5 6 7 9 10 " 12 13=12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 Terpenuhinya PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Penyediaan
Penyediaan dan PENGEMBANGAN SARANA Barana Peternakan (%) 15 5 1,25 1,25 25 50,00% 25 118.210.500 16,67
pengembangan PERTANIAN 15.401.775.857 1.930.749.799 19.197.000 99.013.500 118.210.500 6,12% 0,77
Sarana Peternakan Persentase Pengembangan
Karana Peternakan (%) 30 10 25 25 5 50,00% 5 - 16,67
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Persentase Pengawasan
Pengawasan Sarana Pertanian Penggunaan Sarana " 100,00
Penggunaan Sarana Peternakan (%) 150 500,000 50 500000 | 50 500000 | 50 0 100 500000 |  200,00% % 100 500000 66,67 100,00
Pertanian
Terawasinya 1 Pengawasan umlah Pengawasan
Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Sesuai o 100,00
Sesuai dengan sesuai dengan Hengan Komoditas, Teknologi 60 250.000 20 250.000 5 250.000 5 0 10 250.000 50,00% % 10 250.000 16,67 100,00
Komoditas, Teknologi Komoditas, Teknologi fan Spesifik Lokasi (laporan)
dan Spesifik Lokasi dan Spesifik Lokasi
Terlaksananya 2 Pendampingan umlah Pendampingan
Pendampingan Penggunaan Sarana Penggunaan Sarana " 100,00
Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  Pendukung Pertanian(laporan) 30 250,000 10 250.000 2 250,000 2 0 4 250,000 40,00% % 4 250000 13,33 100,00
Pendukung Pertanian
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya umlah jenis SDG ternak yang
Pengelolaan Sumber Genetik (SDG) Hewan, fikelola (jenis)
Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro 9 176.249.799 3 176.249.799 1 17.197.000 1 97.763.500 2 114.960.500 66,67% 65,23% 2 114.960.500 222 65,23
Hewan yang optimal Organisme Kewenangan A
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas 1 Peningkatan Kualitas umlah Pelaksanaan
SDG Hewan SDG Hewan/Tanaman Peningkatan Kualitas SDG 36 175.999.799 12 175.999.799 3 17.197.000 3 97.763.500 6 114.960.500 50,00% 65,32% 6 114.960.500 16,67 65,32
Hewan/Tanaman (dokumen) T
Termanfaatkannya 2 Pemanfaatan SDG umlah Pemanfaatan SDG
SDG Hewan Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman (dokumen) 12 250.000 4 250.000 1 0 1 0 2 R 50,00% 0,00% 2 R 16,67 0,00
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan umlah Bibit ternak yang
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dihasilkan (ekor)
Peredaran Benih/Bibit dan Tanaman Pakan Ternak 20.00 10.00 10.00 " 100,00 2000
Ternak dan Tanaman serta Pakan dalam Daerah 60.000 500.000 0 500.000 0 250.000 0 250.000 20000 500.000 100,00% % 0 500,000 33,33 100,00
Pakan Ternak serta Kabupaten/Kota
Pakan
Terawasinya Mutu 1 Pengawasan Mutu umlah Pengawasan Mutu
Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak, Benih/Bibit Termak, Bahan 100,00
Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 36 250.000 12 250.000 3 0 3 250.000 6 250.000 50,00% o 6 16,67 100,00
N % 250.000
Pakan/Pakan/Tanaman ecil (laporan)
Skala Kecil
Terawasinya 2 Pengawasan Peredaran  lumlah Pengawasan Bahan
Peredaran Bahan Bahan Pakan/Pakan, Pakan/Pakan, Benih/Bibit
Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Hijauan Pakan Ternak yang % 250.000 12 250.000 3 250,000 3 0 6 250.000 50.00% 100,00 6 1667 100,00
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Beredar (laporan) : : : : ate % 250.000 ! !
Pakan Ternak
Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Persentase Pengawasan Obat
Pengawasan Obat Tingkat Pengecer Hewan di Tingkat Pengecer 150 2.000.000 50 2.000.000 50 500.000 50 500.000 100 1.000.000 200,00% 50,00% 100 1.000.000 66,67 50,00
Hewan persen) e
Terperiksanya Mutu, 1 Pemeriksaan Mutu, umlah Pemeriksaan Mutu,
Khasiat dan Khasiat dan Keamanan hasiat dan Keamanan Obat
Keamanan Obat Peredaran Obat Hewan  Hewan yang Beredar (laporan) 36 2.000.000 12 2.000.000 3 500.000 3 500.000 6 1.000.000 50,00% 50,00% 6 1.000.000 16,67 50,00
Hewan
Terlaksananya P ian dan F jumlah
Pengendalian dan Penyediaan dan Peredaran pengendalian dan pengawasan
Pengawasan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan  penih/bibit ternak dan pakan 100,00
Penyediaan dan Pakan Ternak dalam Daerah persen) 60 1.000.000 20 1.000.000 5 500.000 5 500.000 10 1.000.000 50,00% o 10 16,67 100,00
" % 1.000.000
Peredaran K: t
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak
Terjaminnya 1 Penjaminan Peredaran jumlah Benih/Bibit Temak yang 100,00
Peredaran Benih/Bibit Benih/Bibit Ternak Beredar (ekor) 24.000 250.000 8.000 250.000 2.000 0 2.000 250.000 4000 250.000 50,00% % 4000 250,000 16,67 100,00
Ternak )
Terawasinya 2 Pengawasan Peredaran umlah Benih/Bibit Ternak yang
Peredaran dan dan Sertifikasi Beredar dan Bersertifikat (ekor) 11.00 100,00
Sertifikasi Benih/Bibit Beni/Bibit Ternak 33.000 250.000 0 250.000 2.750 0 2.750 250.000 5500 250.000 50,00% % 5500 250.000 16,67 100,00
Ternak




Tingkat Capaian Kinerja
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Indikator Kinerja Program Target Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capajan K inerjaldan dan Realisasi Anggaran Realisaslioriadaniinooztan Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) / ) Kinerja Renstra s/d Anggaran Renja 2024 o 7 Renstra s/d Tahun 2024 o
g 9 9 ( Sub Kogian (Akhir Periode Renstra) Reria Tahun 1 (2029 Tahun 2024 - m = Renja Tahun 2024 (%) Tahun 2024 (%)
g p g 0 5 6 7 9 10 " 12 13=12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terjaminnya 3 Penjaminan Peredaran umlah HPT, Bahan 100,00
Peredaran HPT, HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar 1.500 250.000 500 250.000 125 250.000 125 0 250 250.000 50,00% n/ 250 250,000 16,67 100,00
Bahan Pakan/Pakan Pakan/Pakan [ton) ; i}
Terawasinya Produksi 4 Pengawasan Produksi umlah Pengawasan Produksi
Benih/Bibit HPT, Benih/Bibit Ternak dan Benih/Bibit HPT, Bahan 100,00
Bahan Pakan/Pakan HPT, Bahan Pakan/Pakan (laporan) 36 250.000 12 250.000 3 250.000 3 0 6 250.000 50,00% % 6 250,000 16,67 100,00
Pakan/Pakan
Terlaksananya 6 Penyediaan Benih/Bibit Ternak umlah Penyediaan Benih/Bibit
Penyediaan dan Hijauan Pakan Ternak yang  [Ternak dan Hijauan Pakan
Benih/Bibit Ternak dan Sumbernya dalam 1 (Satu) [Fernak (paket)
Hijauan Pakan Ternak Daerah Kabupaten/Kota Lain 15 1.750.500.000 5 1.750.500.000 0 250.000 0 0 0 250.000 0,00% 0,01% 0 250.000 0,00 0,01
yang Sumbernya .
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
Tersedianya bibit 1 Pengadaan Bibit Ternak  lumlah bibit ternak yang
ternak yang yang Sumbernya dari sumbernya dari daerah
sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota  kabupaten/kota lain (ekor) 1.380 1.750.000.000 460 1.750.000.000 0 0 0 0 0 ~ 0,00% 0,00% 0 _ 0,00 0,00
daerah Lain
kabupaten/kota lain
Tersedianya benih 2 Pengadaan Benih umlah benih ternak yang
ternak yang Ternak yang Sumbernya  sumbernya dari daerah
sumbernya dari dari Daerah kabupaten/kota lain (dosis) 3.000 250.000 1.000 250.000 0 0 0 0 0 R 0,00% 0,00% 0 R 0,00 0,00
daerah Kabupaten/Kota Lain
kabupaten/kota lain
Tersedianya Hijauan 3 Pengadaan Hijauan umlah Hijauan Pakan Ternak
Pakan Ternak yang Pakan Ternak yang ang Sumbernya dari Daerah 100,00
Sumbernya dari dari Daerah ta Lain (ton) 6 250.000 2 250.000 2 250.000 0 0 2 250.000 100,00% % 2 250,000 33,33 100,00
Daerah Kabupaten/Kota Lain .
Kabupaten/Kota Lain
3 Terpenuhinya 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Penyediaan
Penyediaan dan PENGEMBANGAN PRASARANA Prasarana Peternakan (%) 30 10 25 25 5 50,00% 5 16,67
pengembangan PERTANIAN 54.384.571.076 425.750.000 250.000 0 250.000 0,06% 250.000 0,00
prasarana Persentase pengembangan o
peternakan Prasarana Peternakan (%) 1 5 0 3 3 60,00% 3 2,0
Terlaksananya 1 Pengembangan Prasarana umlah Pelaksanaan
Pengembangan Pertanian Pengembangan Prasarana 36 250.000 12 250.000 0 0 4 0 4 33,33% 0,00% 4 1N 0,00
Prasarana Peternakan Peternakan (laporan 3 )
Terlaksananya 1 Koordinasi dan umlah Koordinasi dan
Koordinasi dan i isasi Prasarana i isasi Prasarana
Sinkronisasi Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian Lainnya 36 250.000 12 250.000 3 0 0 0 3 25,00% 0,00% 3 8,33 0,00
Prasarana Pendukung lainnya Laporan) : -
Pertanian Lainnya
Terlaksananya 2 Pembangunan Prasarana umlah Prasarana Pertanian
Pembangunan Pertanian ang terbangun (Unit) 26 400.250.000 1 400.250.000 0 0 0 0 0 R 0,00% 0,00% 0 N 0,00 0,00
Prasarana Pertanian
Terbangun, 1 Pembangunan, umlah Rumah potong hewan
$§;§23‘;;",‘::;§a” §§:,a§i'::f,§aﬁa£umh ang dibangun/direhib (uni) 8 250000 1 250000 0 0 0 0 0 ) 0,00% 0,00% 0 . 0,00 0,00
Rumah Potong Hewan Potong Hewan
Terbangun, 2 Pembangunan, umlah Prasarana Pertanian
Terehabilitasi dan Rehabilitasi dan Lainnya yang Dibangun,
Terpeliharanya Pemeliharaan Prasarana  Pirehabilitasi dan Dipelihara 4 400.000.000 1 400.000.000 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00 0,00
Prasarana Pertanian Pertanian Lainnya Unit) : -
Lainnya
Terlaksananya 3 Pengelolaan Wilayah Sumber umlah wilayah sumber bibit
Pengelolaan Wilayah Bibit Ternak dan Rumpun/Galur  yang terbina (kawasan / unit)
Sumber Bibit Ternak Ternak dalam Daerah 12 25.250.000 4 25.250.000 1 250.000 1 0 2 250.000 50,00% 0,99% 2 250,000 16,67 0,99
dan Rumpun/Galur Kabupaten/ Kota )
Ternak
Terlaksananya 1 Pelestarian dan jumlah Wilayah Sumber Bibit
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah [Fernak dan Rumpun/Galur
Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan  [Ternak yang Dilestarikan dan o o
Sumber Bibit Ternak B /Galur Ternak : (laporan) 36 25.000.000 12 25.000.000 3 0 0 0 3 . 25,00% 0,00% 3 _ 8,33 0,00
dan Rumpun/Galur
Ternak
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X . Indikator Kinerja Program Target Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan Real&s:sl Craﬁa: r:}K |r;er5 e dan Realisasi Anggaran Reagsisl ere”?I.d; nnAanzgf ran Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomegu) KKee%iZ:g;(oumut) / (AKnir Periode Renstra) Reﬁ}ge_lg:hﬁsr;s_t;a( 2s(/;; . Tahun 2024 ggaran Renja 20 Renja Tahun 2024 (%) enstra s/d Tahun 20: Tahun 2024 (%)
Il 1l \%
g p g 0 5 6 7 9 10 " 12 13=12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terawasinya Wilayah 2 Pengawasan Wilayah umlah Pengawasan Wilayah
Sumber Bibit Ternak Sumber Bibit Ternak dan ~ [Sumber Bibit Ternak dan " 100,00
dan Rumpun/Galur R /Galur Ternak /Galur Ternak (laporan) 36 250.000 12 250.000 3 250.000 0 0 3 250.000 25,00% o 3 250,000 8,33 100,00
Ternak
4 Terlaksananya PROGRAM PENGENDALIAN . Persentase ternak yang
pelayanan kesehatan KESEHATAN HEWAN DAN dilayani 120 40 10 10 20 50,00% 20 381.394.984 16,67
:::’;:::s“an produk A MASYARAKAT 7 Porsentase pangawasan 1,537.750.049 1,537.750.049 67.558.950 31383603 381.304.984 24,80% 280
pangan asal hewan produk asal hewan yang 180 60 15 15 30 50,00% 30 - 16,67
yang ASUH ASUH
Terlaksananya 1 Penjamil Hewan, ya persentase angka
Penjaminan Penutupan dan Pembukaan ematian ternak (Ternak Besar) 21 07 02 0,2 04 57,14% 04 10.359.046 19,05
Kesehatan Hewan, Daerah Wabah Penyakit Hewan ~ [%) T
Penutupan dan Menular Dalam Daerah Menurunnya persentase angka
Pembukaan Daerah Kabupaten/Kota ematian ternak (Temak Kecil) 3 25.875.381 1 25.875.381 02 5.575.000 02 4.784.046 04 10.359.046 40,00% 40,03% 04 13,33 40,03
Wabah Penyakit %) B
Hewan Menular Menurunnya persentase angka
ematian ternak (Ternak 15 05 0 0,25 0 0,25 50,00% 0,25 _ 16,67
Unggas) (%)
Terlaksananya 1 Pelaksanaan Surveilans umlah wilayah yang dilakukan
surellans peryakit oy v o oness paca 7 15.250.000 % 15250000 | 6 224000 | 6 3684.046 12 5924046 | 5000% | 3B8% | 12 5924046 1667 38,85
pada Hewan
Menurunnya kasus 2 Pemberantasan umlah wilayah atau kawasan
penyakit hewan Penyakit Hewan Menular ~ yang mengalami penurunan
menular dan Zoonosis dan Zoonosis dalam 1 @asus penyakit hewan menular
dalam 1 (satu) Daerah (satu) Daerah Han zoonosis dalam 1 (satu) 36 10.625.381 12 10.625.381 3 3.335.000 3 1.100.000 6 4.435.000 50,00% 41,74% 6 4.435.000 16,67 41,74
Kabupaten/kota Kabupaten/Kota Paerah Kabupaten/kota
[laporan
Terlaksananya 2 Pengawasan Pemasukan dan Persentase Penerbitan
Pengawasan Pengeluaran Hewan dan Produk ~ Rekomendasi (persen)
Pemasukan dan Hewan Daerah Kabupaten/Kota 300 7.750.000 100 7.750.000 0 1.970.000 200 950.000 200 2.920.000 200,00% 37,68% 200 2.920.000 66,67 37,68
Pengeluaran Hewan
dan Produk Hewan
Terkendalinya Risiko 1 Analisis Risiko Penyakit umlah analisis Risiko Penyakit
Penyakit Hewan, Hewan, zoonosis, Hewan, zoonosis, produk
zoonosis, produk produk hewan dan rewan dan media pembawa 3 7.750.000 12 7.750.000 3 1,970,000 3 950,000 6 2,920,000 50,00% 37,68% 6 2920000 | 1667 37,68
ewan dan media media pembawa penyakit hewan lainnya
pembawa penyakit penyakit hewan lainnya laporan)
hewan lainnya
Terlaksananya 3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Persentase sampel yang
Pengelolaan Laboratorium dan Jasa Medik dilayani (persen)
Pelayanan Jasa Veteriner dalam Daerah 300 953.125.000 100 953.125.000 0 250.000 200 0 200 250.000 200,00% 0,03% 200 250,000 66,67 0,03
Laboratorium dan Kabupaten/Kota A
Jasa Medik Veteriner
Tersedianya 1 Penyediaan Pelayanan umlah Pelayanan Jasa 100,00
Pelayanan Jasa Jasa Laboratorium LLaboratorium (laporan) 36 250.000 12 250.000 3 250.000 3 0 6 250.000 50,00% .)/ 6 250.000 16,67 100,00
Laboratorium ; -
Teredianya Pelayanan 2 Penyediaan Pelayanan umlah Pelayanan Jasa Medik
Jasa Medik Veteriner Jasa Medik Veteriner ‘eteriner (laporan) 36 952.875.000 12 952.875.000 0 0 4 0 4 ~ 33,33% 0,00% 4 _ 1N 0,00
Terlaksananya 4 Penerapan dan Pengawasaan umlah unit usaha yang di bina
F'engawasany produk Persyaratan Teknis s&esehatam Unit) yena 30 10 0 2 2 20,00% o 2 287.251.988 6,67
asal hewan yang Masyarakat Veteriner e ———r—r 449.000.000 449.000.000 7.240.000 280.011.988 ——— 287.251.988 - 63,98% 63,98
ASUH bAH yang ASUH (Laporan 3 12 0 6 6 50,00% 6 B 16,67
Terlaksananya 1 Pembinaan dan umlah produk hewan segar
kegiatan Pembinaan i yang i
dan pendampingan P F registrasi produk
Pemenuhan registrasi Produk hewan  hewan (produk) 72 100.250.000 24 100.250.000 0 0 12 35.351.000 12 35.351.000 50,00% 35,26% 12 35.351.000 16,67 35,26
Persyaratan registrasi segar berkemasan S8
Produk hewan segar
berkemasan
Terawasinya 2 Pengawasan Peredaran  {Jumlah Pengawasan
Peredaran Hewan dan Hewan dan Produk Peredaran Hewan dan Produk 36 250.000.000 12 250.000.000 3 0 9 244.260.988 12 244.260.988 100,00% 97,70% 12 244.260.988 33,33 97,70
Produk Hewan Hewan Hewan (laporan)




Tingkat Capaian Kinerja
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Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian ineri Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisadibania) K ierigidan dan Realisasi Anggaran Realicas Kipialcen o0 Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomeg) L KKegilatlan (output) / Targzt\er: :'srf:ig:sﬂﬁz:‘:)mze L Kine_ltjahRenst;ea( 2s(/;; ) Target Kr:':{jan%agzﬁnggaran Anggaran Renja 2024 Renja Tahun 2024 (%) Renstra s/d Tahun 2024 Tahun 2024 (%)
ub Kegiatan enja Tahun n-
Il 1l \%
g p g 0 5 6 7 9 10 " 12 13=12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terbinanya unit usaha 3 Pembinaan Penerapan umlah unit usaha produk
produk hewan dalam persyaratan higiene hewan yang telah dibina untuk
penerapan sanitasi pada unit usaha  penerapan persyaratan higiene 12 90.250.000 4 90.250.000 1 0 2 0 3 R 75,00% 0,00% 3 R 25,00 0,00
persyaratan higiene produk hewan Banitasi (unit usaha)
sanitasi
Terlaksananya 4 Pengujian Laboratorium umlah Pengujian Laboratorium
Pengujian Kesehat: 100,00
Laboratorium Veteriner ‘eteriner (dokumen) 12 3.250.000 4 3.250.000 4 3.250.000 0 0 4 3.250.000 100,00% o/' 4 3.250.000 3333 100,00
Kesehatan ° e
Masyarakat Veteriner
Terkelolanya 5 Pengelolaan Penerbitan umlah Rekomendasi
Penerbitan i dan P
Rekomendasi Pemasukan dan Bertifikat Veteriner, dan
Pemasukan, Pengeluaran, Sertifikat SKKH/SKPH HPM (dokumen)
Rekomendasi Veteriner, dan o "
Pengeluaran, Serifikat SKKHISKPH Hewan, 36 5.250.000 12 5.250.000 3 3.990.000 3 400.000 6 4.390.000 50,00% 83,62% 6 4.390.000 16,67 83,62
Veteriner dan Produk Hewan, dan
SKKH/SKPH untuk Media Pembawa
HPM Penyakit Hewan Lainnya
(HPM)
Terlaksananya 5 Penerapan dan Pengawasan umlah Ternak sapi yang
Penerapan dan Persyaratan Teknis dipotong (ekor) 18.000 6.000 0 2.000 2000 33,33% 2000 80.613.950 11
Pengawasan Kesejahteraan Hewan T
Persyaratan Teknis umiah Kasus Pelanggaran 101.999.668 101.999.668 52.523.950 28.090.000 80.613.950 79,03% 79,03
Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan yang 72 24 0 12 12 50,00% 12 R 16,67
Hitangani (kasus)
Terlaksananya 1 Pembinaan Penerapan umlah unit usaha yang dibina
Pendampingan Kesejahteraan Hewan erhadap penerapan
Penerapan Unit pada Unit Usaha kesejahteraan hewan (unit) 12 99.999.668 4 99.999.668 2 52.523.950 1 28.090.000 3 80.613.950 75,00% 80,61% 3 80.613.950 25,00 80,61
Kesejahteraan Hewan
Tertanganinya 2 Penanganan atas lumlah Kasus Pelanggaran
Pelanggaran P j Hewan yang
Kese]e_lhteraan Hewan Keseja_hteraan Hewan Ditangani (kasus) 7 2.000.000 2% 2.000.000 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00 0,00
sesuai Sesuai Kewenangannya - -
kewenangannya
5 Terlaksananya 5  PROGRAM PERIZINAN USAHA Persentase usaha peternakan
Pelayanan perizinan PERTANIAN rang memiliki izin usaha (%
yanan yane o 300 522.520.965 100 500.000 100 250.000 100 0 200 250.000 200,00% 50,00% 200 250.000 66,67 0,05
Terbitnya izin Usaha 1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian  Persentase rekomendasi ijin
peternakan yang Kegiatan Usahanya dalam  pisaha peternakan yang o o
Daerah Kabupaten/Kota hikeluarkan (persen) 300 500.000 100 500.000 100 250.000 100 0 200 250.000 200,00% 50,00% 200 250,000 66,67 50,00
Terlaksananya 1 Penilaian Kelayakan umlah Penilaian Kelayakan
Penilaian Kelayakan dan Pemberian fan Pemberian Pertimbangan
dan Pemberian Pertimbangan Teknis [Teknis Izin Usaha Pertanian 100,00
Pertimbangan Teknis \zin Usaha Pertanian |dokumen) 30 250.000 10 250.000 2 250.000 3 0 5 250.000 50,00% % 5 250,000 16,67 100,00
Izin Usaha Pertanian
Terbina dan 2 Pembinaan dan umlah |zin Usaha Pertanian
terawasinya Pengawasan ang Dibina dan Diawasi
Penerapan Izin Usaha Penerapan Izin Usaha laporan) 36 250.000 12 250.000 0 0 4 0 4 R 33,33% 0,00% 4 R 1"nn 0,00
Pertanian Pertanian
6 Terlaksananya 6  PROGRAM PENYULUHAN Persentase peningkatan
penyuluhan PERTANIAN elas kelompok tani (%) 1820 19.116.038.193 6 6.760639.000 | 15 3989211 | 15 900.747.300 3 934.736.571 50,00% | 1383% | 3 934.736.571 16,48 489
Terlaksananya 1 Pelaksanaan Penyuluhan lumlah kenaikan kelas
Penyuluhan Pertanian Pertanian elompok tani (kelompok) 60 6.760.639.000 30 6.760.639.000 2 33.989.271 6 900.747.300 8 934.736.571 26,67% 13,83% 8 934.736.571 13,33 13,83
Terlaksananya 1 Pengembangan umlah Kelembagaan Petani di
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ~ Kecamatan dan Desa yang
Kapasitas Petani di i K o o
Kelembagaan Petani dan Desa unit 60 6.760.639.000 30 6.760.639.000 2 33.989.271 6 900.747.300 8 934.736.571 26,67% 13,83% 8 934.736.571 13,33 13,83
di Kecamatan dan
Desa




X o o . - N Tingkat Capaian Kinerja P Tingkat Capaian Kinerja dan
) ) Indikator Kinerja Program Target Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan Real;l\sam Capaéan ‘Klgeogi G dan Realisasi Anggaran Rea'lalsas; K";g:.d: " ?ggf ren Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) / (AKhir Periode Renstra) Kinerja Renstra s/d Tahun 2024 nggaran Renja Renja Tahun 2024 (%) enstra s/d lahun Tahun 2024 (%)
Sub Kegiatan Renja Tahun n-1 (2023) | I m M
. 2 3 a 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 =12/7 x 100% 14=6+12 15 = 14/5x 100%
K Rp K Rp K] Rp K| Rp K| Rp K[ r | k[ re K] Rp K Rp K Rp K Rp
JUMLAH ANGGARAN g 21611568226 g 2.194.188.292 g 3.966.803.581 ; 6.160.991.873 4712% 45.12%
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%) 76,11%
Predikat Kinerja PROGRAM TINGGI
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%) 112,97%
Predikat Kinerja KEGIATAN SANGAT
TINGGI
Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%) 53,16%
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN RENDAH
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dengan Bappelitbangda secara intens
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Serapan anggaran pada TB 1 tahun 2024 rata-rata 10,15%
2. Serapan anggaran pada TB 2 tahun 2024 total 27,92%
3. Belum optimalnya dalam mendukung kegiatan prioritas Pj Bupati dalam menjaga Inflasi Daerah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Serapan pada TB 1 tahun 2024 masih 10% sebagian besar adalah belanja rutin kantor dengan serapan terbesar pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, beberapan sub kegiatan masih belum ada
2. Serapan direncanakan pada TB 2, TB 3 dan TB 4 seperti belanja yang bersumber pada anggara DAK dan DBHCHT. Hal ini dikarenakan ada persyaratan pencairan yang harus dipersiapkan, seperti Kegiatan yang berhubungan dengan pemberian hibah, mulai persiapan dokumen hingga SK Bupati, sehingga dimulai dari
Pembinaan dan Pelatihan kepada kelompok penerima pada TB 2.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :

3. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik belum bisa diserap karena belum ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis DAK

Pada penyusunan Renja agar lebih diperhatikan terkait target indikator Program, Kegiatan dan

sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023




2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

Ancaman penyakit hewan menular;

a.
b. Masih adanya kasus stunting;

o

Peningkatan populasi ternak sapi dengan program Sikomandan;

o

Peningkatan minat pemuda/angkatan kerja menekuni dunia

peternakan/pertanian (petani Milenial);

e. Pemanfaatan akses permodalan oleh petani/peternak masih rendah;

f. Masih rendahnya penguasaan sistem pemasaran on line oleh
petani/peternak;

g. Kurang mutakhirnya data bidang peternakan;

h. Rendahnya daya saing produk peternakan karena kurang menariknya
kemasan produk dan promosi;

i. Akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar dan permodalan
masih lemah;

j- Masih adanya pemotongan ternak di luar RPH;

k. Masih adanya pangan asal hewan yang belum ASUH;

1. Belum adanya Rumah Potong Unggas (RPU) yang dikelola pemerintah
untuk memfasilitasi pedagang kecil,;

m. Masih ada usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat

NKV;

n. Belum optimalnya hasil IB;

o. Belum optimalnya pembibitan ternak di pedesaan;

p. Tingginya harga pakan ternak (konsentrat);

q. Sulitnya mendapatkan pakan ternak hijauan pada musim kemarau;
r. Luas lahan penanaman HMT semakin berkurang karena alih fungsi

lahan pertanian;
Masih kurangnya petugas teknis peternakan;
t. Masih kurangnya sarana dan prasarana petugas teknis peternakan;

u. Masih ada petugas yang belum sesuai kompetensinya.



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
A. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai tiga tahun ke depan. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut
bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang
merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran Pemerintah Kabupaten
yang selaras dengan Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah
“Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian
daerah”. Dari pernyataan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan diatas
ditetapkanlah Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai
berikut:
Meningkatnya produksi subsektor peternakan
dengan indikator tujuan:
Persentase Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih
pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap
alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang
bersangkutan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkewajiban memberikan
dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah
Kabupaten yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran
Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah “Meningkatnya produktivitas sektor-
sektor unggulan dan potensial perekonomiandaerah” yang menjadi tujuan
Dinas “Meningkatnya produktivitas subsektor peternakan”.

Berdasarkan pernyataan sasaran diatas serta pernyataan tujuan
dinas ditetapkanlah sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktifitas peternakan dengan indikator peningkatan
produktifitas peternakan.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD, dengan indikator Nilai SAKIP;



Tabel 3.1. Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

No Uraian KU/ Satuan Realisasi Target 2024 Ket
SPM/IKK 2023
Awal Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8
Tujuan PD:
Meningkatnya Produksi
Subsektor Peternakan
1 | Indikator : Persentase IKK
Peningkatan PDRB Sub % 4,6 1 1
subSektor Peternakan
Sasaran PD : Sesuai PK
Meningkatnya awal
Produktifitas Peternakan 2024
2 | Indikator : Persentase IKK
Peningkatan produksi
peternakan(%):
- daging % 0,7 0,7 0,7
- telur % 1 1 1
- susu % 0,5 0,5 0,5
Sasaran PD 2 :
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja PD
Indikator : Nilai SAKIP IKK Nilai 83,70 84,05 84,05
3 | Indikator : Persentase
Penurunan Kejadian dan
Jumlah Kasus Penyakit IKK % -81,24 2 2
Hewan Menular

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya produksi subsektor peternakan dengan
indikator: Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan, dan sasaran
Meningkatnya Produktifitas Peternakan dengan indikator Persentase Peningkatan
produktifitas peternakan (daging, telur dan susu) (%), Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan mempunyai 6 Program, 23 Kegiatan dan 51 Sub kegiatan yang

selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah:




Tabel 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB PEMETAAN TARGET INDIKATOR REALISASI SAMPAI CATATAN
NO | PEMBANGUNAN S'IF"RR;)'I'YEEGKIS KEGIATAN BAB IV RKPD BERDASARKAN PAGU ANGGARAN KINERJA DENGAN TRIBULAN 2
DAERAH TAHUN 2024 SIPD TAHUN 2024 AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN | KINERJA | ANGGARAN
Peningkatan Pengahapusan | PROGRAM PENYEDIAAN PROGRAM
Pelayanan Dasar | Kemiskinan DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN
1 | dan Tata Kelola Ekstrem, SARANA PERTANIAN PENGEMBANGAN
Pemerintahan penurunan SARANA
prevalensi PERTANIAN
stunting dan Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan
AKI-AKB Genetik (SDG) Hewan, Sumber Daya
Tumbuhan, dan Mikro Genetik (SDG)
Organisme Kewenangan Hewan, Tumbuhan,
Kabupaten/Kota dan Mikro
Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemanfaatan SDG Pemanfaatan SDG 4 0
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman 454.077.937 | 454.077.937 Dokumen 4 Dokumen Dokumen 0
Pembangunan | PROGRAM PENYEDIAAN PROGRAM
Kawasan DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN
2 pariwisata SARANA PERTANIAN PENGEMBANGAN
AATP SARANA
PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan

Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sumber Daya
Genetik (SDG)
Hewan, Tumbuhan,
dan Mikro
Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota




PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB PEMETAAN TARGET INDIKATOR REALISASI SAMPAI CATATAN
NO | PEMBANGUNAN S'II?RR;)'I'YEEGKIS KEGIATAN BAB IV RKPD BERDASARKAN PAGU ANGGARAN KINERJA DENGAN TRIBULAN 2
DAERAH TAHUN 2024 SIPD TAHUN 2024 AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN | KINERJA | ANGGARAN
Peningkatan Kualitas SDG Peningkatan 12 6
Hewan/Tanaman Kualitas SDG 175.999.799 | 175.999.799 12 Dokumen 114.960.500
Dokumen Dokumen
Hewan/Tanaman
Portal Satu PROGRAM PENYEDIAAN PROGRAM
Data DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN
3 PRASARANA PERTANIAN PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pengembangan
Pertanian Prasarana
Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi | Koordinasi dan
Prasarana Pendukung Sinkronisasi 12 0
Pertanian lainnya Prasarana 950.000 250.000 Laporan 12 Laporan Laporan 0
Pendukung
Pertanian lainnya

Dapat dilihat pada Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung Prioritas
Daerah Tahun 2024 yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Proyek Strategis antara lain Pengahapusan
Kemiskinan Ekstrem, penurunan prevalensi stunting dan AKI-AKB melalui sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman, Pembangunan
Kawasan pariwisata AATP melalui subkegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dan Portal Satu Data melalui subkegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.
Adapun rencana perubahan rencana kerja (P-Renja) tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:




Tabel 3.3 Tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Disediakan (Paket)

Disediakan (Paket)

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 SI];I\AII:Z)R TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase pemenuhan URUSAN Persentase pemenuhan
PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 100 10.956.179.378 PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 ;
DAERAH pemerintahan (%) 12.001.924.194 DAERAH pemerintahan (%) 10.925.879.378 (30.300.000)
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Persentase Pelaksanaan
Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 100 270.215.000 100 37.855.500 Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 100 37.855.500 - -
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja (%) Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja (%)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 12 12 32.905.500 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 12 DAU } _
Daerah Daerah (Dokumen) 114.255.500 Daerah Daerah (Dokumen) 32.905.500
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 12 155.959.500 12 4.950.000 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 12 4.950.000 bAU - -
(Laporan) (Laporan)
Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan
Perangkat Daerah ?,/‘:)““msm‘ﬂ Keuangan 100 9.730.282.040 100 10.244.385.894 | perangkat Daerah (Ao/‘:)mi“i“'“i Keuangan 100 10.244.385.894 - -
. . Jumlah Orang yang . . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan . > Penyediaan Gaji dan . >
f Menerima Gaji dan 60 60 8.954.752.000 4 Menerima Gaji dan 60 DAU
Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Orang) 8.297.139.000 Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Orang) 8.954.752.000 - -
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi 12 12 1.186.398.894 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi 12 DAU
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 1.327.393.040 : : ! Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 1.186.398.894 - -
(Dokumen) (Dokumen)
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penat%‘.‘lsahaan. f?kan . Penatausahaan dan Penata'psahaan' gkan .
Pengujian/Verifikasi Pengujian/ Verifikasi 12 105.750.000 12 103.235.000 | pey oujian/ Verifikasi Pengujian/ Verifikasi 12 103.235.000 bAU ; .
K Keuangan SKPD Keuangan SKPD
euangan SKPD Keuangan SKPD
(Dokumen) (Dokumen)
. . Persentase Pemenuhan i : Persentase Pemenuhan
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
Kepegawaian Perangkat Kepegawaian 100 300.000.000 100 14.000.000 Kepegawaian Perangkat Kepegawaian 100 14.000.000 } B
Daerah Daerah
(Dokumen) (Dokumen)
Jumlah Dokumen
Monitoring Evaluasi, dan Monitoring Evaluasi, dan 5 0 ~
Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja 150.000.000 -
Pegawai (Dokumen)
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan
Pegawai Berdasarkan Fungsi yang Mengikuti 3 3 14.000.000 | Pegawai Berdasarkan Fungsi yang Mengikuti 3 DAU
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan 150.000.000 Tugas dan Fungsi Pendidikan dan 14.000.000 ) -
Pelatihan (Orang) Pelatihan (Orang)
Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100 100 231.330.000 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100
Perangkat Daerah Adminsitrasi Umum (%) 561.032.307 : ) Perangkat Daerah Adminsitrasi Umum (%) 231.330.000 - -
Jumlah Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan Perlengkapan 15 15 14.028.000 Penyediaan Peralatan dan dan Perlengkapan 15 DAU
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan 171.032.307 : : Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan 14.028.000 - -
(Paket) (Paket)
Penyediaan Barang ‘éu:g_{jh Pdaket Barang Penyediaan Barang éugi{ah Pdaket Barang
Cetakan dan Penavandean van 1 15.000.000 1 23.157.000 | Cetakan dan Penavandean van 1 23.157.000 DAU )
Penggandaan Cnee yang : : Penggandaan cnee yang ' : )




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
Fasilitasi Kunjungan ;I‘urr'lll'?h P;por»an 12 12 74.145.000 Fasilitasi Kunjungan ;umllih P;por‘an 12 DAU
Tamu astiitasi tunjungan 125.000.000 L Tamu astitasi sunjungan 74.145.000 - -
Tamu (Laporan) Tamu (Laporan)
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 12 12 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 12 DAU
SKPD Konsultasi SKPD 250.000.000 SKPD Konsultasi SKPD 120.000.000 ) -
Laporan) Laporan)
Pengadaan Bal.'ang Milik Persentase Pengadaan Pengadaan Bal.'ang Milik Persentase Pengadaan
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah 5 o Daerah Penunjang Barang Milik Daerah o
Urusan Pemerintah . 575.000.000 - | Urusan Pemerintah . - - -
(Unit) (Unit)
Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas 1 0 - Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas 0 DAU
450.000.000 - -
Jabatan yang Jabatan yang
Disediakan (Unit) Disediakan (Unit)
Jumlah Paket Mebel Jumlah Paket Mebel
Pengadaan Mebel yang Disediakan (Unit) 2 50.000.000 0 - | Pensgadaan Mebel yang Disediakan (Unit) 0 - bavy - -
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau 22 0 - Gedung Kantor atau 0 DAU
Gedung Kantor atau : 75.000.000 Gedung Kantor atau - - - -
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit) Disediakan (Unit)
Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa s
s Persentase Penyediaan N Persentase Penyediaan
Penunjang Urusan N 100 100 150.441.726 | Penunjang Urusan . 100
Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang (%) 231.348.600 Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang (%) 150.441.726 - -
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Eﬂﬁiﬁiﬂ?féiﬁnber iiﬂziiﬁifgi;ber 12 12 142.345.726 iiﬂﬁiﬁif;”‘giiber if’rg‘e‘il‘iiz‘Jgi;ber 12 DAU
N S Daya Air dan Listrik 206.346.600 : ) 3 S Daya Air dan Listrik 142.345.726 - -
Daya Air dan Listrik . f Daya Air dan Listrik . .
yang Disediakan yang Disediakan
(Laporan) (Laporan)
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayaqan Umum Kantor 12 25.002.000 12 8.096.000 Pelayanan Umum Kantor Pelayar}an Umum Kantor 12 8.096.000 bay - -
yang Disediakan yang Disediakan
(Laporan) (Laporan)
Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan Barang Persentase
Milik Daerah Penunjang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang 100 334.046.247 100 278.166.258 | G can Pemerintahan Pemeliharaan Barang 100 247.866.258 - (30.300.000)
Milik Daerah (%) Milik Daerah (%)
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 50 50 221.079.058 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 50 DAU
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara 189.155.047 : : Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara 221.079.058 - -
Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya (Unit) Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)
Jumlah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi | dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi | dan Bangunan Lainnya
Gedung Kantor dan yang 1 1 30.300.000 Gedung Kantor dan yang 1 DAU }
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi 100.000.000 Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (30.300.000)
(Unit) (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana Kantor atau Baneunan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan
Pendukung Gedung . gu 1 50 26.787.200 | Pendukung Gedung - gl 50 DAU
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 44.891.200 Kantor atau Bangunan Lainnya yang 26.787.200 - -
Lai Dipelihara/Direhabilitasi . Dipelihara/Direhabilitasi
ainnya . Lainnya N
(Unit) (Unit)




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Penyediaan PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Penyediaan
DAN PENGEMBANGAN Sarana Peternakan (%) 5 5 DAN PENGEMBANGAN Sarana Peternakan (%) 5 -
SARANA PERTANIAN 2.384.577.736 SARANA PERTANIAN
Persentase 3.084.240.700 : : . Persentase 1.774.577.736 (610.000.000)
pengembangan Sarana 20 20 pengembangan Sarana 20
Peternakan (%) Peternakan (%) )
Pengawasan Penggunaan Persentase pengawasan Pengawasan Penggunaan Persentase pengawasan
Sarana Pertanian Penggunaan Sarana 80 153.000.000 80 500.000 Sarana Pertanian Penggunaan Sarana 80 500.000 - -
Peternakan (%) Peternakan (%)
Jumlah Pengawasan Jumlah Pengawasan
Pengawasan Penggunaan Penggunaan Sarana Pengawasan Penggunaan Penggunaan Sarana
Sarana Pendukung Pendukung Pertanian Sarana Pendukung Pendukung Pertanian
Pertanian sesuai dengan Sesuai dengan 12 10.000.000 12 250.000 Pertanian sesuai dengan Sesuai dengan 12 250.000 DAU } _
Komoditas, Teknologi dan Komoditas, Teknologi : : Komoditas, Teknologi dan Komoditas, Teknologi :
Spesifik Lokasi dan Spesifik Lokasi Spesifik Lokasi dan Spesifik Lokasi
(Laporan) (Laporan)
Pendampingan o e Pendampingan i e e
Penggunaan Sarang Pendukung Pertanian 12 143.000.000 12 250.000 Penggunaan Sarang Pendukung Pertanian 12 250.000 AU - -
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian
(Laporan) (Laporan)
Pengelolaan Sumber Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG I Daya Genetik (SDG]
Hes\:ran, Tumblhan,) dan Jumlah jenis §DG Hezvan, Tumbl(xhan,) dan Jumlah jenis ?DG
_ N . ternak yang dikelola 3 3 . . ternak yang dikelola 3 _
Mikro Organisme (Jenis) 630.077.736 xlkro Organisme (Jenis) -
Kewenangan . B ewenangan
Kabupaten/Kota 837.400.000 Kabupaten/Kota 630.077.736
Jumlah macam produk Jumlah macam produk
SDG ternak yang 3 3 SDG ternak yang 3
dimanfaatkan (Macam) dimanfaatkan (Macam) )
Jumlah Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas SDG | Peningkatan Kualitas 12 12 175.999.799 Peningkatan Kualitas SDG | Peningkatan Kualitas 12 DAU
Hewan/Tanaman SDG Hewan/Tanaman 536.400.000 : : Hewan/Tanaman SDG Hewan/Tanaman 175.999.799 - -
(Dokumen) (Dokumen)
Jumlah Pemanfaatan Jumlah Pemanfaatan
Pemanfaatan SDG Pemanfaatan SDG DAU,
Hewan/Tanaman SDG Hewan/Tanaman 4 301.000.000 4 454.077.937 | 1o an/Tanaman SDG Hewan/Tanaman 4 454.077.937 | DBH-CHT ; B
(Dokumen) (Dokumen)
Peningkatan Mutu dan Peningkatan Mutu dan
Peredaran Benih/Bibit Peredaran Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman Jumlah Bibit ternak Ternak dan Tanaman Jumlah Bibit ternak
Pakan Ternak serta yang dihasilkan (Ekor) 20.000 165.000.000 20.000 500.000 Pakan Ternak serta yang dihasilkan (Ekor) 20.000 500.000 - -
Pakan dalam Daerah Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Jumlah Pengawasan Pengawasan Mutu Jumlah Pengawasan
Benih/Bibit Ternak, Mutu Benih/Bibit Benih/Bibit Ternak, Mutu Benih/Bibit
Bahan Ternak, Bahan 12 107.500.000 12 250.000 Bahan Ternak, Bahan 12 250.000 DAU ; R
Pakan /Pakan/Tanaman Pakan/Pakan/Tanaman . : Pakan/Pakan/Tanaman Pakan/Pakan/Tanaman .
Skala Kecil Skala Kecil (Laporan) Skala Kecil Skala Kecil (Laporan)
Pengawasan Peredaran Jumlah Pengawasan Pengawasan Peredaran Jumlah Pengawasan
Bahan Pakan/Pakan, Bahan Pakan/Pakan,
Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hij 12 12 250.000 | Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hij 12 DAU
Benih/Bibit Hijauan Jauan 57.500.000 : Benih/Bibit Hijauan enih/Bibit Hijauan 250.000 - -
Pakan Ternak Pakan Ternak yang Pakan Ternak Pakan Ternak yang
Beredar (Laporan) Beredar (Laporan)
Persentase Persentase
Terlaksananya Terlaksananya
Ef ril‘%::l::ta 'Q&';Ztciem Pengawasan Obat 50 59.752.700 50 2.000.000 §? !ﬁ::l::: rll’gxbgaetcgewan Pengawasan Obat 50 2.000.000 ; .
Hewan di Tingkat : : Hewan di Tingkat : .
Pengecer (%) Pengecer (%)




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
Pemeriksaan Mutu, ‘KdiTia};(EZgZ?g:im Pemeriksaan Mutu, ﬁﬂal;(gzz;ngzian
Khasiat dan Keamanan K y Obat H 12 59.752.700 12 2.000.000 | Khasiat dan Keamanan K m, nan Obat Hewan 12 2.000.000 DAU ; ~
Peredaran Obat Hewan camanan Dbat Hewan : : Peredaran Obat Hewan camana at Hlewa : :
yang Beredar (Laporan) yang Beredar (Laporan)
Pengendalian dan Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan persentase jumlah Pengawasan Penyediaan persentase jumlah
dan Peredaran pengendalian dan dan Peredaran pengendalian dan
Benih/Bibit Ternak, dan pengawasan 20 404.088.000 20 1.000.000 Benih/Bibit Ternak, dan pengawasan 20 1.000.000 ; B
Hijauan Pakan Ternak benih/bibit ternak dan : ° Hijauan Pakan Ternak benih/bibit ternak dan ° :
dalam Daerah pakan (%) dalam Daerah pakan (%)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran %uml;_\l? Benil];/Bigit 8.000 2.000 250.000 Penjaminan Peredaran %umlaakh Beni}é/Bigit 2.000 DAU
Benih/Bibit Ternak (Ee;;r] yang Beredar : 139.241.000 : : Benih/Bibit Ternak (E?Il;gr) yang beredar : 250.000 - -
Pengawasan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Pengawasan Peredaran Jumlah Benih/Bibit
dan Sertifikasi Ternak yang Beredar 11.000 76.527.000 6.000 250.000 | dan Sertifikasi Ternak yang Beredar 6.000 250.000 DAU } R
Benih /Bibit Ternak dan Bersertifikat (Ekor) i i Benih /Bibit Ternak dan Bersertifikat (Ekor) |
Penjaminan Peredaran ler{nlah I:iT, Bahan Penjaminan Peredaran J;llr{nlah I:kPT’ Bahan
HPT, Bahan Pakan/Pakan | L an/Pakan yang 500 125.000.000 2 250.000 | yipr Bahan Pakan/Pakan | o an/Pakan yang 2 250.000 bay - -
Beredar (Ton) Beredar (Ton)
. Jumlah Pengawasan . Jumlah Pengawasan
Pengawasan Produksi . B J Pengawasan Produksi X . o
Benih /Bibit Ternak dan Produksi Benih /Bibit 12 5 250.000 Ben?h/Bibit Ternak dan Produksi Benih/Bibit 5 DAU
HPT, Bahan Pakan/Pakan Ternak dan HPT, Bahan 63.320.000 HPT, Bahan Pakan/Pakan Ternak dan HPT, Bahan 250.000 - -
Pakan /Pakan (Laporan) Pakan /Pakan (Laporan)
Penyediaan Benih/Bibit Penyediaan Benih/Bibit
Ternak dan Hijauan Jumlah Penyediaan Ternak dan Hijauan Jumlah Penyediaan
Pakan Ternak yang Benih/Bibit Ternak dan 2 5 1.750.500.000 Pakan Ternak yang Benih/Bibit Ternak dan 5
Sumbernya dalam 1 Hijauan Pakan Ternak 1.465.000.000 ° : . Sumbernya dalam 1 Hijauan Pakan Ternak 1.140.500.000 - (610.000.000)
(Satu) Daerah (Paket) (Satu) Daerah (Paket)
Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit Pengadaan Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit
Ternak yang Sumbernya Terpak yang Sumbernya Ternak yang Sumbernya Terpak yang Sumbernya
dari Daerah dari Dacrah A 425 1.455.000.000 0 " | dari Daerah dari Dacrah . ° - bay - -
Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain
(Ekor) (Ekor)
Pengadaan Bibit Ternak Jumlah Bibit Ternak Pengadaan Bibit Ternak Jumlah Bibit Ternak
yang Sumbernya dari yang Sumbernya dari yang Sumbernya dari yang Sumbernya dari
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota 0 - 460 1.750.000.000 Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota 460 1.140.000.000 pay - (610.000.000)
Lain Lain (Ekor) Lain Lain (Ekor)
Pengadaan Benih Ternak Jumlah Benih Ternak Pengadaan Benih Ternak Jumlah Benih Ternak
yang Sumbernya dari yang Sumbernya dari 0 20 250.000 | Yane Sumbernya dari yang Sumbernya dari 20 DAU
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota - : Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota 250.000 - -
Lain Lain (Dosis) Lain Lain (Dosis)
Pengadaan Hijauan Pakan Pengadaan Hijauan Pakan Jumlah Hijauan Pakan
Ternak yang Sumbernya 2 2 250.000 Ternak yang Sumbernya gerg%k ya.r;lg Sumbernya 2 DAU
dari Daerah 10.000.000 : dari Daerah Kzgupietzi Kota Lain 250.000 - -
Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain (Ton)
PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Penyediaan PROGRAM PENYEDIAAN Persentase Penyediaan
DAN PENGEMBANGAN Prasarana Peternakan 10 10 DAN PENGEMBANGAN Prasarana Peternakan 10
PRASARANA PERTANIAN | (%) PRASARANA PERTANIAN | (%) )
Persentase 3.833.263.500 425.750.000 Persentase 400.750.000
pengembangan 5 5 pengembangan 5
Prasarana Peternakan Prasarana Peternakan - -
(%) (%)
Jumlah Pelaksanaan
Pengembangan Pengembangan Jumlah Pelaksanaan
Prasarana Pertanian Pengembangan 12 239.263.500 12 250.000 Prasarana Pertanian Pengembangan 12 250.000 - -

Prasarana Peternakan




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
Prasarana Peternakan
(Laporan)

Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan
Sinkronisasi Prasarana Sinkronisasi Prasarana 12 12 250.000 Sinkronisasi Prasarana Sinkronisasi Prasarana 12 DAU
Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian 239.263.500 : Pendukung Pertanian Pendukung Pertanian 250.000 - -
lainnya Lainnya lainnya Lainnya (Laporan)

Jumlah Prasarana Jumlah Prasarana
Pembangunan Prasarana : Pembangunan Prasarana .
Pertanian f::;::;‘;y(;':ft) 28 3.500.000.000 10 400.250.000 | pertanian f::;::’g‘;‘::l’(';;‘ft) 10 400.250.000 - -
Pembangunan, Jumlah Rumah Potong Pembangunan, Jumlah Rumah Potong
Rehabilitasi dan Hewan yang Dibangun, Rehabilitasi dan Hewan yang Dibangun,
Pemeliharaan Rumah Direhabilitasi dan 3 2.200.000.000 ! 250.000 | pemeliharaan Rumah Direhabilitasi dan ! 250.000 bAy - -
Potong Hewan Dipelihara (Unit) Potong Hewan Dipelihara (Unit)
Pembangunan, Jumlah Prasarana Pembangunan, Jumlah Prasarana
Rehabilitasi dan Pertanian Lainnya yang Rehabilitasi dan Pertanian Lainnya yang
Pemeliharaan Prasarana Dibangun, Direhabilitasi 25 1.300.000.000 1 400.000.000 Pemeliharaan Prasarana Dibangun, Direhabilitasi 1 400.000.000 DAK FISIK - -
Pertanian Lainnya dan Dipelihara (Unit) Pertanian Lainnya dan Dipelihara (Unit)
Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Wilayah
Sumber Bibit Ternak dan Jumlah wilayah sumber Sumber Bibit Ternak dan Jumlah wilayah sumber
Rumpun/Galur Ternak bibit yang terbina 4 4 25.250.000 Rumpun/Galur Ternak bibit yang terbina 4 250.000
dalam Daerah (Wilayah) 94.000.000 dalam Daerah (Wilayah) ) (25.000.000)
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
Pelestarian dan Jl;lrfllah Wilayah Sumber Pelestarian dan Jl}rl?lah Wilayah Sumber
Pemanfaatan Wilayah Bibit Ternak dan Pemanfaatan Wilayah Bibit Ternak dan -
Sumber Bibit Ternak dan | Rumpun/Galur Ternak 12 62.000.000 12 25.000.000 | g mber Bibit Ternak dan | Rumpun/Galur Ternak 0 - bay 12 (25.000.000)
Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Rumpun /Galur Ternak yang Dilestarikan dan

Dimanfaatkan (Laporan) P Dimanfaatkan (Laporan)

Jumlah Pengawasan Jumlah Pengawasan
Pengawasan Wilayah Wilayah Sumber Bibit Pengawasan Wilayah Wilayah Sumber Bibit
Sumber Bibit Ternak dan Ternak dan 12 32.000.000 12 250.000 | Sumber Bibit Ternak dan Ternak dan 12 250.000 DAU ; B
Rumpun/Galur Ternak Rumpun/Galur Ternak : : Rumpun/Galur Ternak Rumpun/Galur Ternak :

(Laporan) (Laporan)
PROGRAM PROGRAM
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN 1. Persentase ternak 40 40 KESEHATAN HEWAN 1. Persentase ternak 40
DAN KESEHATAN yang dilayani (%) DAN KESEHATAN yang dilayani (%) - -
MASYARAKAT MASYARAKAT
VETERINER 2.924.929.000 1.537.750.049 | yprERINER 1.537.750.049

2. Persentase 2. Persentase

pengawasan produk 60 60 pengawasan produk 60

asal hewan yang ASUH asal hewan yang ASUH - -

(%) (%)
Penjaminan Kesehatan Menurunnya Penjaminan Kesehatan Persentase pelaksanaan
Hewan, Penutupan dan prosentase angka Hewan, Penutupan dan pengendalian dan
Pembukaan Daerah kematian ternak 02-02-2 0,2-0,2 - 25.875.381 Pembukaan Daerah penanggulangan 0,2-0,2 -
Wabah Penyakit Hewan (ternak besar, ternak 4 ’ 535.013.100 2 - . Wabah Penyakit Hewan penyakit hewan 2 25.875.381 -
Menular Dalam Daerah kecil, ternak unggas) Menular Dalam Daerah (penanganan kejadian
Kabupaten/Kota (%) Kabupaten/Kota kasus) (%)

Jumlah Wilayah Jumlah Wilayah
Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Penanggulangan 12 535.013.100 0 - | Penanggulangan Penyakit Penanggulangan 0 _ - } _
Hewan dan Zoonosis Penyakit Hewan dan : : Hewan dan Zoonosis Penyakit Hewan dan

Zoonosis (Laporan) Zoonosis (Laporan)
Pelaksanaan Surveilans jﬁzﬁi}ﬁaﬁﬂzﬁvzﬁﬁs Pelaksanaan Surveilans jﬁ:ﬁiiazﬂz\jx}’leﬁ:rgls
Penyakit Hewan dan d . d 0 ~ 24 15.250.000 Penyakit Hewan dan d . 4 24 15.250.000 DAU }

an zoonosis pada an zoonosis pada . X

Zoonosis pada Hewan

Hewan (Wilayah)

Zoonosis pada Hewan

Hewan (Wilayah)




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
Jumlah wilayah atau Jumlah wilayah atau
Pemberantasan Penyakit kawaselm yang Pemberantasan Penyakit kawas?n yang
Hewan Menular dan Eenga ami p}ip\,;lrunan 0 2 0.625.38 Hewan Menular dan Lnenga ami pﬁpli]runan 2
Zoonosis dalam 1 (satu) asus penyakit cewan - 1 10. 381 Zoonosis dalam 1 (satu) asus penyakit ewan 1 10.625.381 bay -
Daerah Kabupaten/Kota menular dan zoonosis Daerah Kabupaten/Kota menular dan zoonosis
p dalam 1 (satu) Daerah P dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
Pengawasan Pemasukan Pengawasan Pemasukan
dan Pengeluaran Hewan Persentase Penerbitan 100 100 7.750.000 dan Pengeluaran Hewan Persentase Penerbitan 100
dan Produk Hewan Rekomendasi (%) 102.937.800 . : dan Produk Hewan Rekomendasi (%) 7.750.000 - -
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Risiko Penyakit Jumlah Penilaian Risiko Penilaian Risiko Penyakit Jumlah Penilaian Risiko
Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan dan
Hewan dan Keamanan 12 (0] - | Hewan dan Keamanan (0] -
Keamanan Produk 92.023.000 Keamanan Produk - - -
Produk Hewan Produk Hewan
Hewan (Laporan) Hewan (Laporan)
Analisis Resiko Penyakit Jumlah' Analisis Resiko Analisis Resiko Penyakit Jumlah Analisis Resiko
. Penyakit Hewan, . Penyakit Hewan,
Hewan, Zoonosis, Produk N Hewan, Zoonosis, Produk .
N Zoonosis, Produk Hewan N Zoonosis, Produk Hewan
Hewan dan Media K 0 10 7.750.000 Hewan dan Media ; 10 DAU
X dan Media Pembawa - X dan Media Pembawa 7.750.000 -
Pembawa Penyakit Hewan . p Pembawa Penyakit Hewan . N
. Penyakit Hewan Lainnya . Penyakit Hewan Lainnya
Lainnya Lainnya
(Laporan) (Laporan)
Jumlah Pengawasan Jumlah Pengawasan
Pengawasan atas atas Penerapan Pengawasan atas atas Penerapan
Penerapan Persyaratan Persyaratan Teknis Penerapan Persyaratan Persyaratan Teknis
Teknis untuk Pemasukan untuk Pemasukan 12 10.914.800 0 - | Teknis untuk Pemasukan untuk Pemasukan 0 B DAU } _
dan/atau Pengeluaran dan/atau Pengeluaran : : dan/atau Pengeluaran dan/atau Pengeluaran
Hewan dan Produk Hewan | Hewan dan Produk Hewan dan Produk Hewan | Hewan dan Produk
Hewan (Laporan) Hewan (Laporan)
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan
Jasa Laboratorium dan Persentase sampel yang Jasa Laboratorium dan Persentase sampel yang
Jasa Medik Veteriner dilayani (%) 100 898.935.000 100 953.125.000 | Jasa Medik Veteriner dilayani (%) 100 953.125.000 } B
dalam Daerah dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelayanan Jasa 12 12 250.000 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelayanan Jasa 12 DAU
Jasa Laboratorium Laboratorium (Laporan) 2.500.000 ) Jasa Laboratorium Laboratorium (Laporan) 250.000 - -
. Jumlah Pelayanan Jasa . Jumlah Pelayanan Jasa
Penyediaan Pelayanan - b Penyediaan Pelayanan - : DAK NON
Jasa Medik Veteriner Medik Veteriner 12 896.435.000 12 952.875.000 | ja5a Medik Veteriner Medik Veteriner 12 952.875.000 FISIK - -
(Laporan) (Laporan)
Penerapan dan Penerapan dan
Pengawasan Persyaratan Jumlah unit usaha 10 10 Pengawasan Persyaratan Jumlah unit usaha 10
Teknis Kesehatan yang di bina (Unit) Teknis Kesehatan yang di bina (Unit) - -
Masyarakat Veteriner Masyarakat Veteriner
Jumlah 853.636.100 449.000.000 Jumlah 449.000.000
Rekomendasi/sertifikat 12 10 Rekomendasi/sertifikat 10
PAH yang ASUH PAH yang ASUH - -
(Laporan) (Laporan)
Pendampingan Unit Jumlah Pendampingan Pendampingan Unit Jumlah Pendampingan
Usaha Hewan dan Produk Unit Usaha Hewan dan 12 160.000.000 0 - Usaha Hewan dan Produk Unit Usaha Hewan dan 0 ~ DAU } ~
Hewan Produk Hewan (Laporan) ) ) Hewan Produk Hewan (Laporan)
Jumah Unit usaha Jumah Unit usaha
Pembinaan Penerapan produk hewan yang Pembinaan Penerapan produk hewan yang
Persyaratan Higiene telah dibina untuk 0 3 90.250.000 Persyaratan Higiene telah dibina untuk 3 DAU
Sanitasi pada Unit Produk penerapan persyaratan - . . Sanitasi pada Unit Produk penerapan persyaratan 90.250.000 -
Hewan higiene sanitasi (unit Hewan higiene sanitasi (unit
usaha) usaha)
Pembinaan dan Jumlah produk hewan Pembinaan dan Jumlah produk hewan
pendampingan segar berkemasan yang pendampingan segar berkemasan yang
Pemenuhan Persyaratan memenuhi persyaratan 0 60 100.250.000 Pemenuhan Persyaratan memenuhi persyaratan 60 DAU
- . . . - . . . . 100.250.000 -
registrasi Produk hewan registrasi produk hewan registrasi Produk hewan registrasi produk hewan
segar berkemasan (Produk) segar berkemasan (Produk)




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
Pengawasan Peredaran Jumlah Pengawasan Pengawasan Peredaran Jumlah Pengawasan
Hewan dan Produk Hewan | Feredaran Hewan dan 12 315.463.000 12 250.000.000 | Hewan dan Produk Hewan | Leredaran Hewan dan 12 250.000.000 bav - -
roduk Hewan (Laporan) Produk Hewan (Laporan)
Penetapan Pemenuhan | et T 4 0 _ | Penetapan Pemenunan | p 0 DU
Persyaratan Teknis (Lapora}rll) g P 320.158.100 Persyaratan Teknis (Doku m}; n\g P - - -
Pengujian Laboratorium Jumlah P?ngu yian Pengujian Laboratorium Jumlah P§ngu Jlan
Kesehatan Masyarakat Laboratorium Kesehatan 12 4 3.250.000 Kesehatan Masyarakat Laboratorium Kesehatan 4 DAU
3 Y Masyarakat Veteriner 58.015.000 : : 5 Yy Masyarakat Veteriner 3.250.000 - -
Veteriner (Laporan) Veteriner (Laporan)
Pengelolaan Penerbitan Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Penerbitan Jumlah Rekomendasi
Rekomendasi Pemasukan Pemasukan dan Rekomendasi Pemasukan Pemasukan dan
dan Pengeluaran, Pengeluaran, Sertifikat dan Pengeluaran, Pengeluaran, Sertifikat
Sertifikat Veteriner, dan Veteriner, dan 0 12 5.250.000 Sertifikat Veteriner, dan Veteriner, dan 12 DAU
SKKH/SKPH Hewan, SKKH/SKPH HPM - : : SKKH/SKPH Hewan, SKKH/SKPH HPM 5.250.000 -
Produk Hewan, dan Media Produk Hewan, dan Media
Pembawa Penyakit Hewan Pembawa Penyakit Hewan
Lainnya (HPM) Lainnya (HPM)
Penerapan dan Penerapan dan
Pengawasan Persyaratan Jumlah Ternak sapi 6.000 6.400 Pengawasan Persyaratan Jumlah Ternak sapi 6.400
Teknis Kesejahteraan yang dipotong (Ekor) . : Teknis Kesejahteraan yang dipotong (Ekor) : - -
Hewan Hewan
Jumlah Kasus 534.407.000 101.999.668 Jumlah Kasus 101.999.668
Pelax}ggaran 12 12 Pelar{ggaran 12
Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan - -
yang ditangani (Kasus) yang ditangani (Kasus)
Jumlah Pendampingan Jumlah Pendampingan
Pendampingan Penerapan Penerapan Unit 12 0 _ | Pendampingan Penerapan Penerapan Unit 0 DAU
Unit Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan 458.499.400 Unit Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan - - -
(Laporan) (Laporan)
Pembinaan Penerapan g&ﬁf‘t;’;ﬁ: dl;saha yang Pembinaan Penerapan ?dlub‘zlrihte‘f}ig dL;saha yang
Kesejahteraan Hewan P 0 12 99.999.668 | Kesejahteraan Hewan ! P 12 DAU
3 penerapan kesejahteraan - N penerapan kesejahteraan 99.999.668 -
pada Unit Usaha hewan (Unit) pada Unit Usaha hewan (Unit)
Penanganan atas Jumlah Kasus Penanganan atas Jumlah Kasus
Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran
Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan 12 75.907.600 6 2.000.000 Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan 6 2.000.000 bAU - -
sesuai Kewenangannya yang Ditangani (Kasus) sesuai Kewenangannya yang Ditangani (Kasus)
Persentase usaha Persentase usaha
PROGRAM PERIZINAN PROGRAM PERIZINAN
USAHA PERTANIAN f:::i'l'ial:‘iai:if:sgaha %) 80 81.768.250 25 500.000 | yssHA PERTANIAN :’:::i’l‘;‘kiai';if:sgaha %) 25 500.000 - -
o) o
Penerbitan Izin Usaha Persentase Penerbitan Izin Usaha Persentase
Pertanian yang Kegiatan rekomendasi ijin usaha 100 100 500.000 Pertanian yang Kegiatan rekomendasi ijin usaha 100
Usahanya dalam Daerah peternakan yang 81.768.250 : Usahanya dalam Daerah peternakan yang 500.000 - -
Kabupaten/Kota dikeluarkan (%) Kabupaten/Kota dikeluarkan (%)
Penilaian Kelayakan dan ‘Iiulmlzlf{ Percllllalan Penilaian Kelayakan dan ;Lu{nlzl;{ Pel;llalan
Pemberian Pertimbangan clayakan can Pemberian Pertimbangan ¢ayaxan can
s Pemberian Pertimbangan 12 12 250.000 - Pemberian Pertimbangan 12 DAU
Teknis Izin Usaha Teknis Izin Usaha 26.941.000 Teknis Izin Usaha Teknis Izin Usaha 250.000 - -
Pertanian Pertanian (Dokumen) Pertanian Pertanian (Dokumen)
Pembinaan dan Jumlah Izin Usaha Pembinaan dan Jumlah Izin Usaha
Pengawasan Penerapan Pertanian yang Dibina 12 54.827.250 0 - | Pengawasan Penerapan Pertanian yang Dibina 0 R DAU ; R
Izin Usaha Pertanian dan Diawasi (Laporan) i i Izin Usaha Pertanian dan Diawasi (Laporan)
Pembinaan dan Terbina dan terawasinya Pembinaan dan Terbina dan terawasinya
Pengawasan Penerapan penerapan standar dan 0 12 250.000 Pengawasan Penerapan penerapan standar dan 12 DAU
standar dan Izin Usaha izin usaha pertanian - : standar dan Izin Usaha izin usaha pertanian 250.000 - -
Pertanian (Laporan) Pertanian (Laporan)




SUMBER

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 DANA TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG
PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET
URUSAN/UNSUR SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET IK PAGU RP IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) IK PAGU RP IK PAGU RP
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9
Persentase Persentase
PROGRAM PENYULUHAN kelompok/unit usaha PROGRAM PENYULUHAN kelompok/unit usaha
PERTANIAN yang memiliki usaha 5,92 3.689.301.570 5,92 6.760.639.000 | ppprANIAN yang memiliki usaha 5,92 6.760.639.000 ; .
olahan ternak (%) olahan ternak (%)
Jumlah pelaksanaan Jumlah pelaksanaan
Pelaksanaan Penyuluhan penyuluhan pada Pelaksanaan Penyuluhan penyuluhan pada
Pertanian kelompok tani 15 3.689.301.570 25 6.760.639.000 | b tanian kelompok tani 25 6.760.639.000 ; .
(Kelompoktani) (Kelompoktani)
Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan
Kelembagaan Petani di Petani di Kecamatan dan 15 25 6.760.639.000 | Kelembagaan Petani di Petani di Kecamatan dan 25 DBHCHT
Desa yang Ditingkatkan 3.689.301.570 Desa yang Ditingkatkan 6.760.639.000 - -
Kecamatan dan Desa A ) Kecamatan dan Desa A )
Kapasitasnya (Unit) Kapasitasnya (Unit)
25.615.427.214 22.065.396.163 21.400.096.163 (665.300.000)

Dari tabel 3.3 diatas ada 3 subkegiatan yang berubah yaitu subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dan subkegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan
Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
(Perubahan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas
Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang disusun dengan berpedoman pada
Perubahan Renstra Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta dengan
mempertimbangkan isu-isu yang berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan

dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut :

c. Seluruh pejabat dan staf Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab
untuk :
¢ Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
e Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.

d. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja
Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan
Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Pj. BUPATI PASURUAN,
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BERITA ACARA

VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN KESWAN

Verifikasi : I/11
Hari/ Tanggal

. Kamis/16 Mei 2024

URAIAN

CEKLIST

CATATAN

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 kandasan Hukum

1

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas
‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir fengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);




URAIAN

CEKLIST

CATATAN

10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

13

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

14

Peraturan Pemerintah Republik iIndonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20t4 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

16

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan
Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan
Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 225);

17

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional;

18

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

20

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),




URAIAN

CEKLIST

CATATAN

21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),

Permendagri no 86 TH.2017

22

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

23

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor S0
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

25

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ......... Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor .............. )

26

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 );

27

Perbup No 117 Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024

28

Perbup ttg Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Perbup ttg Renja 2024 Perangkat Daerah

Perbup No... Tahun 2024 ttg P-RKPD Kab Pasuruan 2024

Permen teknis lainnya (sesuai urusan)

1.3 Maksud dan Tujuan

<

1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Ii TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan Il

evaluasi yang disampaikan tahun
2024 triwulan i

Tabel 2.1 (E.81) Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Lingkup Kab

belum

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

belum

isu terbaru s/d Triwulan Il 2024, misal : perubahan regulasi atau

BAB |l RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

belum

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

belum

catatan : tampilkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026,

lihat Sheet Tabel 3.1

belum

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program : 6, Kegiatan : 23,
subkegiatan : 51

Tabel 3.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas

Tabel 3.3.. Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

catatan : beri penjelasan proses perubahannya, berdasarkan hasil
evaluasi yg sudah dilakukan pada Bab Il, penyesuaian regulasi misal :

belum

sesuai

sebelum : Rp.22.065.396.163
setelah : Rp.21.400.096.163

BAB V PENUTUP

Catatan umum : narasi dan tabel per BAB disesuaikan dengan sistematika

Kembali tanggal : 20 Mei 2024

Verifikator

Chandfa P Ummu Hanie

Perangkat Daerah
b




BERITA ACARA

VERIFIKAS| PERUBAHAN RENJA 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Verifikasi : Rankhir P APBD 2024
Hari/ Tanggal : Jumat, 2 Agustus 2024

URAIAN

CEKLIST

BAB| PENDAHULUAN

CATATAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Diurutkan sesuai hirearki perundang-undangan dan
v dilengkapi dengan peraturan tentang DBHCHT dan
DAK terbaru )

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);




URAIAN

12

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 990); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20t4 T entang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

CEKLIST

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-
Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

14

15

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1781);

16

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

18

19

20

21

22

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

23

24

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor...... Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomoer................. S 5

CATATAN

25

26

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 20241
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 ):

Perbup No 117 Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024

7
28
29

Perbup ttg Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
Perbup ttg Renja 2024 Perangkat Daerah
Perbup No... Tahun 2024 ttg P-RKPD Kab Pasuruan 2024

30

1.3 Maksud dan Tujuan

Permen teknis lainnya (sesuai urusan/DAK/DBHCHT)

1.4 Sistematika Penulisan

—







